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BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada data yang telah dikumpulkan, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kesadaran Hukum perihal aktivitas penggunaan layanan Streaming Illegal 

bagi masyarakat umum, khususnya terhadap para responden yaitu 

mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan 

dan Universitas Padjajaran dapat menurun akibat berbagai aspek seperti; 

- Gratis dengan alasan penghematan biaya sebagai mahasiswa 

- Pilihan film ataupun series yang lebih lengkap 

- Akses menuju situs bajakan yang terlampau sangat mudah 

- Efisiensi peraturan yang minim oleh para penegakan hukum  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-4 faktor tersebut dapat menjadi 

latar belakang kenapa masyarakat kerap melakukan aktivitas penggunaan 

layanan Streaming Illegal. Meskipun para responden telah memiliki 

kesadaran bahwasanya yang mereka lakukan merupakan suatu perbuatan 

melawan hukum, namun dengan kondisi-kondisi tersebut, juga dengan 

polemik efisiensi yang minim penegakkannya oleh aparat penegak hukum 

maka hal yang terindikasi dapat merugikan dan melawan hukum tersebut 

pun kerap dilakukan dan menciptakan budaya kepatuhan hukum yang 

kecil. 

2. Efisiensi dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran 

pembajakan layanan streaming film adalah kemampuan untuk menindak 

para pelaku pembajakan dengan cara yang paling efektif dan efisien, 

dengan meminimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, 

dan biaya. Ini mencakup penyelidikan yang cepat dan efisien, penerapan 

sanksi yang sesuai dan efektif, kerja sama antara pemerintah dan industri, 

peningkatan kesadaran publik, juga partisipasi masyarakat seperti aduan-

aduan pelanggaran untuk mengatasi masalah pembajakan film secara 

efektif. Dengan meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum, dapat 
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diharapkan bahwa praktik pembajakan dapat dikurangi, hak kekayaan 

intelektual dilindungi, dan kerugian ekonomi dapat diminimalkan. Oleh 

karena itu, penegakan hukum terhadap pembajakan film memerlukan 

pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi kepada masyarakat 

tentang pentingnya hak cipta dan dampak negatif dari pembajakan demi 

menciptakan efektivitas hukum yang lebih baik, dikaitkan dengan 

kesadaran hukum masyarakat juga kepatuhan hukum dari masyarakat. 

5.2 Saran 

Polemik tentang penyebaran dan penggunaan layanan Streaming Film 

Illegal akan tetap menjadi masalah terhadap pemerintah, masyarakat, juga untuk 

para pemilik Hak Cipta terkait. Sehingga dibutuhkan hal-hal yang seharusnya 

dilakukan oleh pemerintah untuk peningkatan kesadaran hukum juga efisiensi 

sanksi untuk peraturan terkait, yaitu; 

- Edukasi dan Kesadaran: Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang 

pentingnya menghargai Hak Kekayaan Intelektual dan dampak negatif 

dari pembajakan. Ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, atau 

mata kuliah khusus perihal efisiensi Hak Kekayaan Intelektual. 

- Penggunaan Platform Legal: Mendorong penggunaan platform legal 

untuk menonton film atau serial TV.  

- Perubahan Delik: Mengubah delik pembajakan dari delik aduan 

menjadi delik umum. Dengan perubahan ini, penegakan hukum dapat 

dilakukan tanpa perlu adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. 

- Penegakan Hukum yang Lebih Ketat dan Efisien: Meningkatkan 

penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan, baik itu individu 

maupun situs web yang menyediakan layanan streaming film 

bajakan1. Penegakan hukum harus dilakukan secara efisien, misalnya 

dengan memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi dan melacak 

pelanggaran hak cipta. 

- Peningkatan Regulasi: Meningkatkan regulasi dan sanksi pidana yang 

tegas untuk pelanggaran hak cipta, serta memastikan bahwa regulasi 

tersebut diterapkan secara konsisten dan adil. 
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